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Abstract 

Projects or programs made by the government, such as in overcoming morbidity and improving education, one of which is by 

spending and spending a budget on a program, this is done if it is right on target, it will have an impact on the wider economy 

and create a multiplier effect. This multiplier is of course economic because the health sector in many countries is the largest 

employment and economic sector but it is also social. Health programs have an impact on the educational objectives of the 
community and their level of 'social capital', among other things. South Sumatra Province, which has 17 regencies or cities 

which are believed to have a multiplier effect in shaping its economic growth on the government spending approach in the 

health sector and the level of public education, using the GLS panel data regression analysis technique and the best model 

chosen by the Common Effect Model (CEM) ). The results of this study indicate that the level of education has a significant 
positive effect on growth, while health spending has a negative relationship on Gross Regional Domestic Product (GRDP) 

growth. 

Keywords: GRDP Per Capita, Government Expenditure, Health Expenditure, Education Level, Common Effect Model. 

Abstrak 

Proyek atau program yang dibuat pemerintah seperti dalam mengatasi tingkat kesakitan dan meningkatkan pendidikan , salah 

satunya dengan cara mengeluarkan dan membelanjakan anggaran terhadap suatu program, hal ini dilakukan jika tepat sasaran 

akan berdampak pada ekonomi yang lebih luas dan terciptanya multiplier effect. Pengganda ini tentu saja bersifat ekonomi 
karena sektor kesehatan di banyak negara merupakan lapangan kerja dan sektor ekonomi terbesar tetapi juga bersifat sosial. 

Program kesehatan berdampak antara lain pada pencapaian pendidikan masyarakat dan tingkat 'modal sosial' mereka. 

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki 17 kabupaten atau kota yang diyakini memiliki multiplier effect dalam membentuk 

pertumbuhan perekonomiannya atas pendekatan belanja pemerintah di bidang kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat, 
dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel bersifat GLS dan model terbaik dipilih hasil Common Effect Model 

(CEM). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan sedangkan 

belanja kesehatan memiliki hubungan negatif pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Kata kunci: PDRB Per kapita, Pengeluaran Pemerintah, Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Common Effect Model. 

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License. 

 

1. Pendahuluan 

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan 

kesehatan dan pendidikan telah menarik perhatian 

banyak pembuat kebijakan dan peneliti sampai saat ini. 

Peneliti mengidentifikasi peningkatan pengeluaran 

pemerintah dapat mengurangan kemiskinan [1]. Pada 

saat yang sama, akan meningkatkan kualitas kesehatan 

dan pendidikan [2], serta dapat pendapatan riil per 

kapita yang disesuaikan [3]. Peran pemerintah sebagai 

konsep teoritis utama dalam mengatasi masalah 

ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dan memilah 

peran pemerintah ke dalam tiga jenis intervensi 

pemerintah: belanja infrastruktur, belanja bantuan 

sosial, dan belanja subsidi untuk kesehatan dan 

pendidikan [4].  

Ini menunjukkan bahwa pengeluaran publik 

meningkatkan permintaan agregat, merangsang 

ekonomi pertumbuhan dan mengurangi tingkat 

kesakitan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang 

di mana ini akan memberikan perubahan pertumbuhan 

suatu daerah. Dalam beberapa penelitian berpendapat 

bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat 

memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

kemampuan seseorang, dan mengurangi biaya 

transaksi di mana pertumbuhan ekonomi melalui 

lonjakan hasil ekonomi agregat [5], [6], selain itu 

pertumbuhan akan mengatasi kesenjangan pendapatan 

bagi masyarakat kelas menengah ke bawah [7]. 

Berbanding terbalik dengan penelitian yang 

menyatakan pengeluaran pemerintah cenderung lemah, 

fluktuatif serta tidak konsistennya dengan 

pertumbuhan ekonomi dan beralur negatif [8], hal 

lainnya seperti pertumbuhan ekonomi bersifat negatif 

untuk jangka panjang dalam setiap pengeluaran atau 

belanjanya dan pertumbuhan ekonomi tidak mampu 

menekan di sektor kesehatan dan pendidikan sehingga 

pertumbuhan penduduk memiliki hubungan negatif 

[9], [10], [11].  
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Lebih jauh lagi, sepanjang penetapan bantuan seperti 

jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, bantuan sosial 

dan fasilitas infrastruktur yang diperlukan untuk 

mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat [12], 

belanja publik mungkin memberikan dampak positif 

bagi pembangunan ekonomi dan pengentasan 

permasalahan masyarakat [5]. Belanja pemerintah pada 

bidang kesehatan dan bantuan pendidikan bisa menjadi 

saluran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diiringi 

dengan kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki 

masyarakat. [13]. Pentingnya pengeluaran pemerintah 

dalam penelitian dan pembangunan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi.  

Dalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran untuk 

sektor kesehatan dan pendidikan dianggap berkembang 

modal manusia, menghasilkan kemajuan teknis 

endogen, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi [13]. 

Pembuat kebijakan sering mengusulkan lebih banyak 

pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan, terutama 

di tahap awal pengembangan, mengikuti asumsi 

teoretis ini. Berdasarkan World Health Organization 

(WHO) tahun 2019 perawatan kesehatan, pendidikan, 

air minum yang aman, dan sanitasi yang layak sangat 

penting untuk mengamankan dan mempertahankan 

pembangunan manusia, mengurangi kemiskinan, dan 

pencapaian tujuan pembangunan lainnya [12]. Dalam 

banyak penelitian akademik, pentingnya pendidikan 

dalam mencapai ekonomi jangka panjang pertumbuhan 

telah benar-benar diakui.  

Pembangunan banyak negara dibangun di atas 

landasan pendidikan; itulah mengapa secara luas 

dianggap sebagai modal manusia jangka panjang 

investasi yang mengarah pada pertumbuhan jangka 

panjang [14], [15]. Sumber daya manusia dilengkapi 

dengan yang diperlukan informasi, keterampilan, dan 

kompetensi melalui pendidikan, memberikan 

kontribusi positif kepada mereka kemajuan ekonomi 

dan sosial negara. Pendidikan berkontribusi untuk 

mengembangkan modal manusia kritis, yang sangat 

penting untuk mengurangi kemiskinan dan menjamin 

pemerataan dan keadilan sosial [16]. Namun, tidak 

semua kasus pengeluaran pemerintah berdampak 

positif terhadap variabel hasil. Terlalu banyak 

pengeluaran oleh pemerintah mungkin akan terjadi 

menyebabkan beberapa kerugian bagi masyarakat [17].  

Pertama, meningkatkan biaya hidup dengan menaikkan 

harga melalui subsidi. Kedua, hal itu menghambat 

inovasi dengan menyingkirkan sektor swasta investasi. 

Ketiga, merusak lingkungan karena sumber daya 

digunakan secara tidak efisien. Terakhir, itu 

menciptakan ketergantungan pada pemerintah, yang 

menghambat pengambilan risiko dan industrialisme. 

Studi penelitian ini mengkaji tentang pengaruh 

pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan 

tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan PDRB di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori 

Pertumbuhan Ekonomi Klasik menjelaskan, sistem 

mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat 

pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu 

masyarakat. Mengenai faktor yang menentukan 

pembangunan, Smith berpendapat bahwa 

perkembangan penduduk akan mendorong 

pembangunan ekonomi dan mengenai corak proses 

pertumbuhan ekonomi, Smith mengatakan bahwa 

apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses 

tersebut akan terus menerus berlangsung secara 

kumulatif  dan New Growth Theory [18], Teori ini 

berusaha menjelaskan fenomena pertumbuhan 

ekonomi yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh 

teori pertumbuhan klasik seperti investasi dan human 

capital [19]. Sedangkan teori Human Capital Theory, 

semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan 

serta kesehatan suatu populasi, semakin tinggi 

produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi [17]. Teori ini 

diperkuat dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan 

lapangan kerja turut memberikan kontribusi sebagai 

katalisator dan parameter percepatan pembangunan 

[20], [21], [22].  

2. Metode Penelitian 

Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan dan 

Pendidikan terhadap PDRB Per kapita di 17 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 

kurun waktu 2010-2022. Metode teknik analisis 

menggunakan regresi data panel yang mendapatkan 

model terbaik Common Effect Model (CEM). Model 

persamaan regresi data penel pada Formula (1).  

                                (1) 

Dimana PCAP merupakan PDRB Per kapita.   adalah 

intersep.     dan    adalah koefisien regres masing-

masin variable independent.     adalah tingkat 

Pendidikan.     adalah pengeluaran di bidang 

kesehatan.    adalah tahun, i adalah individu dan     
adalah error term. 

2.1. Karakteristik Variabel dan Wilayah Penelitian 

Pendidikan yang merata dan inklusif dapat membantu 

mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam 

masyarakat [23]. Diketahui bahwa rata-rata tingkat 

pendidikan terendah dalam kurun waktu 12 tahun 

terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 

5,21%, kemudian disusul dengan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin, di mana 

tingkat pendidikan masih berada sekitar di angka 6,5%. 

Hal ini didasari karena terdapat susahnya akses yang 

didapat seperti jarak geografis, infrastruktur 

pendidikan yang kurang memadai, dan kurangnya 

sekolah di daerah terpencil atau miskin dapat membuat 

sulit bagi individu untuk mengakses pendidikan. Selain 

itu tingkat kemiskinan yang di mana dapat menjadi 

hambatan signifikan dalam mengakses pendidikan 

yang berkualitas.  

Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya 

sekolah, buku, seragam, dan alat tulis. Terkadang, 

anak-anak dari keluarga miskin mungkin terpaksa 

bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan 
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keluarga, sehingga mengganggu akses dan keterlibatan 

mereka dalam pendidikan. Berbanding terbalik yang 

dialami di  Lahat, Ogan Komering Ulu, Pagar Alam 

dan Lubuk Linggau yang memiliki tingkat pendidikan 

sebesar 8,0%. Kemudian Kota Palembang dengan rata-

rata tingkat pendidikan sebesar 10,3% diketahui 

persentase terbesar dari 17 kabupaten/kota di provinsi 

Sumatera Selatan [23].  

Manfaat dari adanya pendidikan sebagai investasi pada 

sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi 

suatu negara secara umum dapat dilihat diantaranya 

dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif 

karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian, 

tersedia kesempatan kerja yang luas, terciptanya suatu 

kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi 

jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun 

pemerintahan dan tersedianya berbagai macam 

program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya 

dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan 

mengurangi angka buta huruf [17]. Rata - rata tingkat 

pendidikan tiap kabupaten dan kota di provinsi 

Sumatera Selatan tercantum pada Gambar 1.

 

 

Gambar 1. Rata-Rata Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Selama 2010-2022 [24] 

 

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada 

sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan adalah 

guna memenuhi salah satu hak dasar untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan 

pelayanan kesehatan yang merupakan syarat untuk 

meningkatkan produktivitas masyarakat [17]. Selain 

itu melihat kualitas manusia dari sisi kesehatan Karena 

kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi 

sumber daya manusia, dengan kata lain aspek 

kesehatan juga dapat mempengaruhi kualitas manusia. 

Kekurangan kalori dan gizi ataupun rendahnya derajat 

kesehatan bagi penduduk dapat menyebabkan kualitas 

manusia yang rendah dengan tingkat mental yang 

terbelakang [25].   

Diketahui belanja kesehatan terbesar terdapat di kota 

Palembang yaitu Rp.317.108m dan diikuti oleh 

Kabupaten Muara Enim dan Musi Nanyu Asin di mana 

rata-rata belanja kesehatan sebesar Rp.286.325m – 

Rp.298.253m. Belanja kesehatan yang besar 

disebabkan karena pemerintah untuk menekan angka 

kesakitan. Apabila ingin melihat tingkat kesehatan di 

suatu daerah dapat melihatnya melalui data angka 

kesakitan daerah tersebut, semakin tinggi angka 

kesakitan di suatu daerah maka semakin rendah 

kualitas kesehatan dari masyarakat daerah tersebut 

[26]. Salah satu peran pemerintah dalam menurunkan 

angka kesakitan di suatu daerah yakni dengan 

membuat anggaran belanja kesehatan dan 

memaksimalkan fungsinya. Untuk mencapai 

penurunan angka kesakitan di suatu daerah, 

pembiayaan kesehatan merupakan faktor terpenting 

yang mempengaruhi angka kesakitan atau kualitas 

kesehatan di suatu daerah [27]. Rata - rata belanja 

kesehatan tiap kabupaten dan kota di rovinsi Sumatera 

Selatan tercantum pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Rata-Rata Belanja Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2010-2022 [24] 

 

Alokasi dana kesehatan daerah menjadi masalah di 

sebagian daerah kabupaten atau kota di Indonesia 

walaupun kesehatan menjadi prioritas utama hampir di 

seluruh wilayah Indonesia [28]. Alokasi dana 

kesehatan dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara digunakan untuk pembangunan fisik 

fasilitas kesehatan yang akan menjadi investasi fisik, 

Kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan 

anggaran untuk dana pembangunan kesehatan 

bergantung dari besarnya pemasukan daerah tersebut 

[29]. Belanja kesehatan adalah jenis anggaran belanja 

pemerintah daerah yang digunakan untuk membeli 

fasilitas baik seperti rumah sakit, subsidi obat atau 

membayar pekerja rumah sakit atau posyandu atau apa 

pun dibidang kesehatan di daerah kabupaten atau kota 

[26].  

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada hasil penelitian yang di uji melalui uji chow, 

hausman dan lagrange multiplier dapat dinyatakan 

bahwa model yang terbaik dan dipilih menjadi model 

pada penelitian ini sepakat menggunakan Estimasi 

Common Effect Model pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Estimasi Common Effect Model 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.9776 0.7651 2.5848 0.010 

LOGPend 0.8683 0.2656 3.2689 0.001 

LOGKes -0.1996 0.0494 -4.0412 0.000 

Weighted Statistics 

R-squared 0.1163 

Adjusted R-squared 0.1068 

S.E. of regression 0.8629 

F-statistic 12.310 

Prob(F-statistic) 0.00001 

Durbin-Watson stat 1.9834 

Pertumbuhan PDRB perkapita =  1.9776P + 0.8683Pend –  

0.1966Kes + e 

Dari hasil estimasi di atas dinyatakan bahwa; (a).  Nilai 

konstanta (β0) =  1.976 dapat diartikan apabila variabel 

tingkat pendidikan dan belanja kesehatan, dianggap 

tetap atau nol, maka rata-rata Pertumbuhan PDRB 

perkapita sebesar 1,96 persen. Artinya Pertumbuhan 

PDRB perkapita dapat memiliki besaran interprestasi 

sebesar 1,96 tanpa variabel tingkat pendidikan dan 

belanja kesehatan. (b). pada variabel pendidikan 0,868 

dapat diartikan apabila variabel tingkat pendidikan 

berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan PDRB 

perkapita, apabila terjadi peningkatan tingkat 

pendidikan sebesar 1 % maka akan menaikan 

Pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 0,086 persen. 

(c). pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 

berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan PDRB per 

kapita. Penduduk yang memiliki angka kesakitan akan 

menurunkan pertumbuhan PDRB perkapita akan naik 

sebesar 0,19 persen. Penelitian ini terbebas dalam uji 

asumsi klasik.  



Dwi Adetya Kusuma Nigrum, dkk 

Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis − Vol. 5, No. 3 (2023) 698-706 

702 

Dalam penelitian ini yang melakukan pembahasan 

mengenai tingkat pendidikan dan belanja kesehatan 

bagaimana dapat memberikan tinjauan pengaruh 

terhadap Pertumbuhan PDRB perkapita pada suatu 

wilayah, apakah dapat bisa dilihat jangka panjang atau 

bersifat jangka pendek. Maka dari itu penelitian ini 

menggunakan uji kointegrasi untuk melihat dampak 

tersebut dan hasilnya baik Within-dimension maupun 

between-dimension menyatakan terdapat hubungan 

kointegrasi antar variabel. Selain itu tingkat pendidikan 

dan belanja kesehatan terhadap pertumbuhan PDRB 

per kapita di 17 kabupaten atau kota provinsi Sumatera 

Selatan terdapat hubungan jangka panjang.. Hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi Tingkat Pendidikan dan Bidang 

Kesehatan 

 Statistic Prob Statistic Prob Significant (%) 

A -7.626 0.000 -9.291 0.000 

5-10 
B -4.568 0.000 -5.075 0.000 

C -11.78 0.000   

D -4.862 0.000   

Dimana A adalah PP-Statistic untuk within-dimension 

dan B adalah ADF-Statistic untuk within-dimension. C 

adalah PP-Statistic untuk between-dimension dan D 

adalah ADF -Statistic untuk between-dimension. 

3.1. Pembahasan 

3.1.1. Tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan 

PDRB per kapita 

Tingkat pendidikan yang memiliki pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dengan 

tingkat signifikasi  (0.001 < 0,05) artinya variabel 

tingkat pendidikan mampu mempengaruhi 

pertumbuhan PDRB per kapita.  Guncangan atau shock 

dari tingkat pendidikan terhadap PDRB per kapita 

ternyata dapat memberikan pengaruh kontribusi 

terhadap masing-masing variabel. Pengaruh kontribusi 

ini dapat dilihat dalam analisis variance 

decomposition. Variabel tingkat pendidikan 

memberikan kontribusi rata- rata sebanyak 90% 

terhadap variabel tingkat pendidikan itu sendiri. 

Sedangkan pengaruh kontribusi variabel tingkat 

pendidikan terhadap variabel PDRB per kapita, rata- 

rata memberikan kontribusi sebesar 7,7%. Dan 

variabel ditingkat kesehatan terhadap variabel tingkat 

pendidikan berkontribusi rata- rata hanya sebesar 

2,4%, sedangkan variabel PDRB per kapita terhadap 

variabel tingkat pendidikan hanya sebesar 2,4%.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil uji regresi data panel 

yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap variabel PDRB per kapita 

dengan taraf signifikasi 5%. Dari pengolahan data 

tersebut terlihat bahwa kontribusi terbesar oleh 

variabel itu sendiri yakni variabel tingkat pendidikan. 

Tingkat pendidikan mempengaruhi PDRB per kapita 

dengan menggunakan indikator angka melek huruf 

sebagai aspek yang dapat mencerminkan tingkat 

pendidikan di sebuah negara [30]. Pendidikan SLTA 

dan yang sederajat sebagai pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan dapat digunakan sebagai indikator tingkat 

pendidikan di tempat permasalahan yang dikaji [26], 

[30], [31].  

Faktor lain yang menyebabkan perbedaan hasil 

penelitian ini adalah pemilihan obyek yang diambil 

sebagai tempat penelitian. Mayoritas pada penelitian 

terdahulu, mengambil tempat didaerah yang keadaan 

sosial dan perekonomiannya di bawah kota dan 

kabupaten di Sumatera Selatan, sehingga dapat 

mempengaruhi keadaan masyarakatnya. Keadaan 

pendidikan di daerah- daerah misalnya, pendidikan di 

daerah masih tertinggal dibandingkan dengan kota 

besar seperti Sumatera Selatan, seperti di provinsi Riau 

[32] dan Kabupaten.Bolaang [33].  Kesadaran akan 

pendidikan pada masyarakatnya belum maksimal. 

Sehingga tenaga kerja yang ditawarkan pun rata- rata 

memiliki latar belakang pendidikan yang sama yakni 

lulusan SLTA dan yang sederajat, sehingga persaingan 

untuk memasuki dunia kerja pun tidak begitu 

kompetitif. Sedangkan di kabupaten atau kota provinsi 

Sumatera Selatan, akses untuk ke perguruan tinggi 

tergolong mudah, terdapat beragam pilihan perguruan 

tinggi di kota ini, sehingga bagi masyarakat yang 

memiliki pendidikan SLTA dan yang sederajat, harus 

bersaing dengan lulusan yang lebih tinggi yakni 

lulusan perguruan tinggi. 

Kenyataan di atas sesuai dengan teori Human Capital 

yang menyatakan bahwa Asumsi dasar Human Capital 

adalah ketika seseorang dapat meningkatkan 

penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. 

Setiap tambahan satu tahun sekolah, dapat menambah 

peningkatan kemampuan kerja serta penghasilan. 

Keuntungan tersebut yang dipilih sebagian warga 

kabupaten atau kota di provinsi Sumatera Selatan yang 

memilih melanjutkan belajarnya ke perguruan tinggi, 

dibanding langsung bekerja setelah menamatkan 

pendidikan SLTA dan yang sederajatnya. Peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan 

bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, 

namun merupakan suatu investasi yang amat besar dan 

berharga [34]. Investasi dalam bidang pendidikan 

hasilnya tidak akan dirasakan dalam waktu yang 

singkat, tetapi akan dirasakan di kemudian hari, dan 

memerlukan waktu yang relatif lama. Nilai modal 

manusia (human capital) suatu bangsa tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga 

kerja kasar (intensive labor) tetapi sangat ditentukan 

oleh tenaga kerja intelektual (intensive brain), 

sehingga jika semua ini terpenuhi akan berdampak 

pada pertumbuhan perekonomian negara  [35], [36], 

[37]. 

Menurunnya persentase jumlah masyarakat yang 

menamatkan pendidikan tertinggi di tingkat SLTA atau 

SMK tidak membuat tingkat PDRB per kapita kota 

Surabaya menurun pula [30]. Jadi penurunan 

masyarakat yang memiliki pendidikan SLTA dan SMK 

tidak sepenuhnya buruk, karena pada saat bersamaan 

persentase jumlah masyarakat yang menamatkan 

pendidikan tertingginya di tingkat perguruan tinggi 

pun juga meningkat, sehingga tetap mampu 

mendongkrak tingkat PDRB per kapita 17 kabupaten 
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atau kota di provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa 

pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan 

PDRB per kapita di kabupaten atau kota di Sumatera 

Selatan selama tahun 2012-2022  adalah berpengaruh 

secara signifikan dengan arah positif. Adapun nilai 

signifikansinya sebesar 0,001 < 0,05 yang berarti jika 

jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi 

SLTA atau Perguruan Tinggi naik maka pertumbuhan 

PDRB  mengalami peningkatan. Melalui investasi 

pendidikan dan pelatihan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi, serta dapat menciptakan 

sumber daya manusia yang lebih terampil dan 

produktif [38].  

Tingkat pendidikan memberikan penambahan terhadap 

pertumbuhan PDRB per kapita [39], [40], namun 

penelitian yang ditemukan oleh penelitian lain sering 

kali adanya ketidaksignifikan atau tidak ada pengaruh 

antara tingkat pendidikan dengan pertumbuhan PDRB 

per kapita dikarenakan penggunaan indikator angka 

melek huruf sebagai faktor yang menggambarkan 

tingkat pendidikan. Hal ini berbeda dengan penelitian 

ini, di mana penduduk dengan pendidikan tertinggi 

SLTA digunakan sebagai indikator dalam 

menggambarkan tingkat pendidikan yang tentunya 

juga akan memberikan dampak yang berbeda [31]. 

Pengambilan objek pada variabel tingkat pendidikan 

berbeda namun hasilnya sama dengan hasil pada kajian 

ini [39], [41]. Perbedaan tersebut sering terjadi dengan 

adanya faktor seperti tempat yang diambil untuk 

diteliti memiliki keadaan geografis, sosial, dan 

ekonomi yang berbeda dengan Kota Surabaya, 

sehingga memiliki pengaruh yang berbeda. Di kota 

Surabaya akses pendidikan untuk meneruskan ke 

jenjang perguruan tinggi tergolong mudah, banyaknya 

pilihan untuk meneruskan ke perguruan tinggi 

membuat lulusan SLTA dapat memilih untuk 

meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan 

banyaknya lulusan dari Perguruan Tinggi maka 

masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi SLTA 

harus bersaing ketat dalam mencari pekerjaan. Tingkat 

pendidikan SLTA tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh jumlah 

lulusan perguruan tinggi yang memiliki keterampilan 

yang lebih baik, sehingga penghasilan yang diperoleh 

lebih dari penduduk yang menamatkan pendidikan 

SLTA. Hal ini sesuai dengan teori modal manusia, di 

mana individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih 

tinggi (diukur dengan lamanya waktu sekolah) akan 

memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik 

dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah. 

Apabila upah mencerminkan produktivitas dan 

semakin banyak orang yang memiliki pendidikan 

tinggi, maka akan semakin tinggi produktivitasnya 

sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin 

meningkat. 

3.1.2. Belanja Kesehatan terhadap pertumbuhan PDRB 

per kapita 

Belanja Pemerintah yang memiliki pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dengan 

tingkat signifikasi (0.0001 < 0,05) pada koefisien -

0.1996. artinya belanja kesehatan akan menurunkan 

pertumbuhan PDRB per kapita. Namun hasil penelitian 

menunjukkan keadaan yang berlawanan, yaitu makin 

tinggi tingkat kesehatan masyarakat maka makin 

rendah tingkat pendapatan per kapita masyarakat 

tersebut. Guncangan atau shock dari tingkat kesehatan 

terhadap PDRB per kapita ternyata dapat memberikan 

pengaruh kontribusi terhadap masing-masing variabel. 

Pengaruh kontribusi ini dapat dilihat dalam analisis 

variance decomposition. Variabel tingkat kesehatan 

memberikan kontribusi rata- rata sebanyak 98% 

terhadap variabel tingkat kesehatan itu sendiri. 

Sedangkan pengaruh kontribusi variabel tingkat 

kesehatan terhadap variabel PDRB per kapita, rata- 

rata memberikan kontribusi sebesar 1,4%. Dan 

variabel tingkat pendidikan terhadap variabel tingkat 

kesehatan berkontribusi rata- rata sebesar 1,2%, 

sedangkan variabel PDRB per kapita terhadap variabel 

tingkat kesehatan sebesar 0,2%. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil uji regresi data panel yang menyatakan 

bahwa variabel tingkat kesehatan berpengaruh 

terhadap variabel PDRB per kapita secara positif. Dari 

pengolahan data tersebut terlihat bahwa kontribusi 

terbesar oleh variabel itu sendiri yakni variabel tingkat 

kesehatan 

Tingkat kesehatan yang diwakili oleh angka harapan 

hidup berpengaruh terhadap PDRB per kapita [42]. 

Karena semakin tinggi usia harapan hidup masyarakat 

maka semakin panjang usia rata- rata hidup 

masyarakat, sehingga kesempatan masyarakat tersebut 

untuk melakukan kegiatan yang produktif dari segi 

ekonomi semakin panjang pula, sehingga kesempatan 

masyarakat untuk mendapatkan pendapatan juga 

semakin banyak, dan mampu meningkatkan PDRB per 

kapita. Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai 

akibat dari bertambah panjangnya usia sangat penting. 

Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar 

kelompok masyarakat, sangat penting untuk melihat 

angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat 

pendapatan tahunan. Di negara-negara yang tingkat 

kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-

rata hidup lebih lama, dengan demikian secara 

ekonomis mempunyai peluang untuk untuk 

memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang 

usia harapan hidupnya lebih panjang, cenderung untuk 

menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan 

dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional 

dan investasi akan meningkat, dan pada gilirannya 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Semakin tingginya Angka Harapan Hidup suatu daerah 

maka menunjukkan peningkatan kesehatan daerahnya. 

Dengan penduduk yang sehat, akan menambah modal 

sumber daya manusia di wilayah itu. Peningkatan 

sumber daya manusia tersebut, akan meningkatkan 

produktivitas penduduk sehingga dari segi ekonomi 

pendapatannya bertambah. Peningkatan pendapatan 

berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi di wilayah tersebut. Kabupaten atau kota di 

provinsi Sumatera Selatan. yang notabene lebih 

mengutamakan kualitas sumber daya manusianya 
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untuk menjalankan roda ekonominya, sehingga tidak 

salah bahwa kesehatan manusianya harus diutamakan 

agar tetap dapat memberikan kontribusi yang positif 

pada kelangsungan ekonomi. Dengan kesehatan yang 

baik, maka ide- ide yang inovatif dapat bermunculan 

dari masyarakat, sehingga mampu tetap bertahan dan 

bersaing dengan usaha yang lain.  

Belanja kesehatan yang mendapatkan nilai koefisien 

positif karena variabel tingkat kesehatan yang diukur 

dengan persentase tingkat kematian bayi per 1000 

kelahiran bayi hidup tidak mencerminkan tingkat 

kesehatan tenaga kerja produktif pada saat sekarang 

[42]. Ini berarti bahwa pembagi pendapatan yang 

dihasilkan oleh tenaga kerja produktif menjadi makin 

besar sehingga berdampak pada penurunan pendapatan 

per kapita secara keseluruhan. Keadaan ini 

mencerminkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

memberikan dampak positif terhadap pertubuhan 

penduduk yang pada akhirnya mempengaruhi 

penurunan pendapatan per kapita. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

Sumatera Selatan masih berada pada daerah di bawah 

garis growth trap. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

makin tinggi tingkat kematian bayi per 1000 bayi lahir 

hidup makin rendah tingkat pendapatan per kapita. 

Dengan kata lain, makin tinggi tingkat kesehatan 

masyarakat suatu wilayah maka makin tinggi tingkat 

pendapat per kapita masyarakat tersebut. 

Pengaruh tidak langsung ini konsisten dengan 

hubungan antara variabel kesehatan dengan variabel 

pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

makin rendah tingkat kesehatan suatu masyarakat 

maka makin rendah pula tingkat pendidikan 

masyarakat yang bersangkutan, yang selanjutnya 

berpengaruh pada rendahnya tingkat pendapatan per 

kapita masyarakat. Perbaikan tingkat kesehatan dapat 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik langsung 

maupun tidak langsung melalui tingkat pendidikan 

yang dapat dicapai [43]. Rendahnya tingkat kesehatan 

anak berdampak pada kesediaan anak mengikuti 

sekolah, tingkat bolos sekolah, dan kurangnya 

perhatian waktu menerima pelajaran sehingga 

berpengaruh pada kemungkinan anak tersebut 

menamatkan pendidikan tepat waktu dan mendapatkan 

atau memiliki pekerjaan manajerial dibandingkan 

dengan anak yang sehat [42]. 

4. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan 

diantaranya; a). Tingkat pendidikan yang memiliki 

hubungan positif terhadap pertumbuhan PDRB per 

kapita dengan tingkat signifikasi  (0.001 < 0,05), 

artinya pendidikan yang tinggi dapat pertumbuhan 

PDRB meningkatkan atau dalam kata lain Pendidikan 

yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Namun hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa rendahnya persentase tingkat 

pendidikan tidak akan menurunkan PDRB per kapita di 

kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Selatan dan hal 

ini menunjukkan bahwa warga yang menamatkan 

pendidikannya pada jenjang SLTA dan yang sederajat 

sebagai indikator pendidikan, belum dapat menjadi 

tolak ukur yang tepat sebagai pendongkrak besarnya 

PDRB per kapita di Provinsi Sumatera Selatan. b). 

Belanja Pemerintah di bidang kesehatan yang memiliki 

pengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB per 

kapita dengan tingkat signifikasi (0.001 < 0.05). 

artinya belanja kesehatan akan menurunkan 

pertumbuhan PDRB per kapita. Namun hasil penelitian 

menunjukkan keadaan yang berlawanan, yaitu makin 

tinggi tingkat kesehatan masyarakat maka makin 

rendah tingkat pendapatan per kapita masyarakat 

tersebut. Akan tetapi apabila diperhatikan secara 

seksama terhadap variabel yang digunakan sebagai 

proxy variabel kesehatan maka pengaruh atau 

hubungan yang berlawanan tersebut secara teoritis 

dapat dijustifikasi. Variabel tingkat kesehatan yang 

diukur dengan persentase tingkat kematian bayi per 

1000 kelahiran bayi hidup tidak mencerminkan tingkat 

kesehatan tenaga kerja produktif pada saat sekarang. 

Ini berarti bahwa pembagi pendapatan yang dihasilkan 

oleh tenaga kerja produktif menjadi makin besar 

sehingga berdampak pada penurunan pendapatan per 

kapita secara keseluruhan. Keadaan ini mencerminkan 

bahwa laju pertumbuhan ekonomi memberikan 

dampak positif terhadap pertubuhan penduduk yang 

pada akhirnya mempengaruhi penurunan pendapatan 

per kapita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan masih berada 

pada daerah di bawah garis growth trap.  Penelitian ini 

terbebas dari uji asumsi klasik. Selain itu dalam 

pengujian uji kointegrasi tingkat pendidikan dan 

belanja kesehatan terdapat hubungan baik jangka 

pendek dan jangka panjang, yang dilihat dari nilai 

Within-dimension maupun between-dimension (0.0000 

< 0.1%).  
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